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Memulihkan
Udara Jakarta
Almarhumah Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 
2016-2021 merupakan salah penggugat dalam perkara gugatan warga 
negara dalam perkara perdata lingkungan hidup terkait ambang batas 
baku mutu udara di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Secara ringkas, gugatan ini dimulai pada pertengahan 2019. Tiga puluh 
dua penggugat bersama Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta 
(IBUKOTA) meminta beberapa kementerian dan pemerintah provinsi 
untuk melakukan langkah nyata menyelesaikan persoalan pemenuhan 
hak masyarakat atas udara bersih. Selanjutnya, Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst. 
memenangkan gugatan warga dan menyatakan bahwa para tergugat 
telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam 
pemenuhan hak atas udara bersih. Putusan ini selanjutnya dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung. Artinya, putusan ini 
telah berkekuatan hukum tetap. 

Menurut WALHI, Kementerian Lingkungan Hidup dapat menjadi pihak 
yang beritikad baik untuk mengakselerasi perbaikan kebijakan secara 
holistik terkait isu pencemaran udara di Jakarta, Jawa barat, dan Banten. 
Tanpa didahului pengajuan eksekusi oleh Para Penggugat, Kementerian 
Lingkungan Hidup melalui kewenangannya dapat secara langsung 
menginisiasi dan mendorong implementasi putusan tersebut. Dalam hal 
ini KLH dapat menginisiasi implementasi dengan memanfaatkan 
kewenangannya, termasuk melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, 
dan penguatan pengawasan

Tubagus Soleh Ahmadi, Kepala Departemen Keorganisasian WALHI dan 
salah satu penggugat dalam perkara ini membawa spirit yang sama 
seperti almarhum Nur Hidayati. Memastikan agar putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap ini segera dilaksanakan. Memastikan seluruh 
warga negara di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dipenuhi haknya atas 
udara yang bersih dan sehat.
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